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SULAWESI MALUKU UTARA

KALIMANTAN L Makassar . PN Temate
» PN Balikpapan » PN Tahuna * PN Tobelo PAPUA BARAT
* PA Balikpapan * PA Bulukumba « PN Manokwari

* PN Batulicin * PN Sorong

» Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh

» PN Banda Aceh

» PN Meulaboh

» PN Sinabang

» PN Medan

» PA Tebing Tinggi

» PN Jayapura
* PN Jakarta Selatan = PN Serang NUSA TENGGARA TIMUR * PN Ambon » PA Jayapura
* PN Jakarta Utara PA Serang « PN Atambua * PN Tual * PN Biak
» PN Jakarta Pusat = PA Tangerang « PA Kupang * PN Saumlakl
* PA Jakarta Selatan * PN Surabaya » PN Waikabubak

» PA Jakarta Pusat = PA Kota Kediri
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DPR dan Pemerintah belum
memberikan perhatian khusus pada
reformasi hukum acara perdata.
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ﬁ KETIDAKJELASAN ATURAN
mengenai siapa pihak yang
harus mencari informasi
harta milik termohon yang
akan dijatuhi sita eksekusi.

KETIADAAN REGULASI yang

dapat memberikan akses
kepada pemohon eksekusi
untuk mengetahui aset
termohon eksekusi untuk
pengajuan sita eksekusi.

LelP




AKAR
MASALAH

LEMAHNYA KOMPETENSI
JURU SITA DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS
DAN WEWENANGNYA
SEBAGAI PELAKSANA
EKSEKUSI DI LAPANGAN

=
A
Kementerian PPN/
Bappenas

KETIDAKSEIMBANGAN
WEWENANG JURU SITA
DENGAN PERSYARATAN

DAN KOMPETENSINYA

Persyaratan
menjadi juru sita
terbatas pada
syarat-syarat
administratif dan
tidak ada
kompetensi khusus
terkait eksekusi
putusan perdata.

Diklat tentang
kejurusitaan
sangat minim.
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TERBATASNYA
JUMLAH JURU SITA

Pengadilan Kelas IA
Rata-rata Jumlah Juru Sita:

5 ORANG

Juru Sita Pengganti:
10 ORANG

Pengadilan Kelas IB
Rata-rata Jumlah Juru Sita:

4 ORANG

Juru Sita Pengganti:

8 ORANG

Pengadilan Kelas Il

Rata-rata Jumlah Juru Sita:

3 ORANG

Juru Sita Pengganti:

6 ORANG




(a) Kondisi geografis yang bermacam-macam LelP
(b) Wilayah yang luas
(c) Keterbatasan akses untuk menjangkau wilayah-wilayah

tersebut.

Di kabupaten/kota besar, beban eksekusi lebih banyak dan
tantangan eksekusi yang dihadapi umumnya terkait dengan
perlawanan hukum.

Sedangkan di kabupaten/kota kecil, beban eksekusi lebih sedikit, <

dan tantangan eksekusi umumnya terkait dengan perlawanan non-
hukum yang dalam kenyataannya rentan menjadi konflik sosial jika

tidak direspon dengan baik oleh pihak yang berwenang. ) >
ha §
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Masalah-masalah tersebut mengindikasikan
bahwa penegakan hukum perdata cenderung
dianggap sebagal urusan privat, dan karenanya
cukup diurus oleh pengadilan sebagal pihak yang
diamanatkan bertanggung jawab untuk itu
menurut UU, tanpa perlu campur tangan atau
dukungan cabang-cabang kekuasaan negara
lainnya.O <
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SEBAGAI PELAKSANA EKSEKUSI DI LAPANGAN

AKAR
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Memberikan
pengetahuan
tentang cabang
ilmu hukum yang
terkait dengan
hukum keperdataan
dan bisnis

Penambahan
kompetensi

juru sita untuk
melakukan judicial
auction yang
efektif
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Mahkamah Agung melakukan pembinaan yang intensif
kepada SDM juru sita/juru sita pengganti, yaitu:

Memberikan panitera
dan/atau juru sita
kompetensi melakukan
pemeriksaan dan
penilaian terhadap
barang hasil sita
eksekusi.

Memberikan
kompetensi
negosiasi kepada
juru sita dan juru

sita pengganti.
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DAN EKSEKUTIF DALAM MENJAMIN DAN Bappenas
MEMASTIKAN KELANCARAN PELAKSANAAN
EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

DPR dan pemerintah duduk
bersama melakukan pembaruan
terhadap UU Hukum Acara Perdata
terkait dengan eksekusi.

Contoh untuk permasalahan sulitnya melakukan
penelusuran aset termohon eksekusi maka
yang harus dilakukan adalah:

Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah
yang terkait merumuskan ketentuan
mengenai eksekusi pembayaran
sejumlah uang terutama terkait
tata cara penelusuran informasi
barang/aset termohon.
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Sebagai contoh untuk masalah penelusuran aset termohon eksekusi,
maka yang harus dilakukan adalah:

#9 Menambah beberapa ketentuan
dalam UU yang telah ada:

#1
Qa @ UU Perbankan, UU Pasar Modal,

Paket UU HKI, UU Perdagangan

Berjangka Komoditi, agar pihak yang
diminta informasi oleh juru sita

Mengatur dalam pengadilan wajib memberikan

! informasi berdasarkan penetapan

sebuah regulasi perintah eksekusi;

terkait kompetensi

juru sita terkait Pihak yang menolak memberikan

penelusuran aset informasi yang.dlmmta berdgsarkan
h s penetapan perintah eksekusi akan
termohon eksekusi; dijatuhi denda administrative.
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